PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

El.
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13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara = Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845); -

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



15.

16.
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18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 Nomor 6/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 8/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menetapkan

dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

®eo Qoo



(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.964.592.698.404,85
b. Belanja Daerah Rp2.940.471.390.172,19
Surplus Rp 24.121.308.232,66
c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Rp 369.250.997.006,32
2. Pengeluaran Rp 20.000.000.000,00
3. Pembiayaan Neto Rp 349.250.997.006,32
Sisa Lebih Rp 373.372.305.238,98

Penggunaan Anggaran

Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp143.150.548.997,85 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp2.821.442.149.407,00
2. realisasi Rp2.964.592.698.404,85
selisih lebih Rp 143.150.548.997,85

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp230.039.257.446,81 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah

perubahan Rp2.572.729.894.510,00
2. realisasi Rp2.342.690.637.063,19
selisih kurang Rp 230.039.257.446,81

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp22.147.665,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran transfer setelah

perubahan Rp597.802.900.774,00
2. realisasi Rp597.780.753.109,00
selisih kurang Rp 22.147.665,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp373.211.954.109,66 dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit setelah perubahan Rp349.090.645.877,00

2. realisasi Rp 24.121.308.232.66
selisih lebih Rp373.211.954.109,66




e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp19.839.648.868,68 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp389.090.645.875,00
2. realisasi Rp369.250.997.006,32
selisih kurang Rp 19.839.648.868,68

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00
2. realisasi Rp 20.000.000.000,00
selisih kurang Rp 20.000.000.000,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp160.351.131,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp349.090.645.875,00

2. realisasi Rp349.250.997.006,32

selisih lebih Rp 160.361.131,32
Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Sisa Anggaran Lebih Awal Rp369.090.645.875,32

b. Penggunaan Sisa Anggaran Rp369.090.645.875,32
Lebih

c. Sisa Lebih Pembiayaan Rp373.372.305.238,98
Anggaran

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00
Tahun Sebelumnya

e. Lain-lain Rp 0,00

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp373.372.305.238,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp4.083.813.106.430,14

b. Jumlah kewajiban Rp 60.788.240.015,85

c. Jumlah ekuitas dana Rp4.023.024.866.414,29
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2023 sebagai berikut:
a. Jumlah Pendapatan Rp2.693.838.785.884,32

b. Jumlah Beban Rp2.664.079.873.169,17
c. Surplus dari Operasi Rp 29.758.912.715,15



d. Defisit dari Rp 59.096.047.764,09
Kegiatan Non Operasional

e. Defisit sebelum Rp 29.337.135.048,94
Pos Luar Biasa

f. Defisit Pos Luar Biasa Rp 0,00

g. Defisit — Laporan Rp 29.337.135.048,94
Operasional

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas Rp369.090.645.875,32
per 1 Januari 2023

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp267.108.683.672,58

c. Arus kas dari aktivitas Rp(262.987.375.439,92)
investasi

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 160.351.131,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 75.700.000,00

f. Saldo kas akhir Rp373.448.005.238,98
per 31 Desember 2023

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp4.053.291.907.803,00

b. Defisit Laporan Operasional Rp 29.337.135.048,94

c. Lain-lain Rp 929.906.339,77

d. Ekuitas Akhir Rp4.023.024.866.414,29
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. LampiranlI . Laporan Realisasi Anggaran terdiri
atas
Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang diklasifikasi
menurut kelompok dan  jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja. Daerah menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi,
program, Kkegiatan, sub Kkegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan,;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut

urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan sub
kegiatan;

b. Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran
lebih;

c. Lampiran Il Laporan operasional;

d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;

e. LampiranV Neraca;

f. Lampiran VI Laporan arus kas;

g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan,;

h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

: tidak tertagih;

j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah;

1. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya,;

p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

g. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2023 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX lkhtisar laporan keuangan Badan

. Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri atas

Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 lkhtisar laporan keuangan (laporan
: laba/rugi) Badan Usaha  Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

: Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan
Bupati.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Diundangkan di Jombang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR48$

D:\HUKUM 0\ HIMPUNAN PERDA\PERDA 2024\5 TH 2024 Pertanggjbn APBD 2023_25-06-2024_final.doc



745 FATAN

BUPATI JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat

(4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157
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18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 Nomor 6/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A),

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 8/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menetapkan

dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

@moo a0 o



(2)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah.

Pasal

2

Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Surplus

Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

3. Pembiayaan Neto

Sisa Lebih
Penggunaan Anggaran

a.
b.

Rp2.964.592.698.404,85
Rp2.940.471.390.172,19
Rp 24.121.308.232,66

Rp
Rp
Rp
Rp

369.250.997.006,32
20.000.000.000,00
349.250.997.006,32

373.372.305.238,98

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp143.150.548.997,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan
setelah perubahan

2. realisasi
selisih lebih

b. Selisih anggaran dengan

realisasi

Rp2.821.442.149.407,00
Rp2.964.592.698.404,85
Rp 143.150.548.997,85

belanja sejumlah

Rp230.039.257.446,81 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah
perubahan

realisasi
selisih kurang

2.

c. Selisih anggaran dengan

realisasi

Rp2.572.729.894.510,00

Rp2.342.690.637.063,19
Rp 230.039.257.446,81

transfer sejumlah

Rp22.147.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran transfer setelah
perubahan
2. realisasi
selisih kurang
d. Selisih anggaran dengan

Rp597.802.900.774,00
Rp597.780.753.109,00
Rp 22.147.665,00

realisasi defisit sejumlah

Rp373.211.954.109,66 dengan rincian sebagai berikut:

1. defisit setelah perubahan

2. realisasi
selisih lebih

Rp349.090.645.877,00

Rp 24.121.308.232,66
Rp373.211.954.109,66




e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rpl19.839.648.868,68 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp389.090.645.875,00
2. realisasi Rp369.250.997.006,32
selisih kurang Rp 19.839.648.868,68

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00
2. realisasi Rp 20.000.000.000,00
selisih kurang Rp 20.000.000.000,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp160.351.131,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp349.090.645.875,00

2. realisasi Rp349.250.997.006,32

selisih lebih Rp 160.351.131,32
Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Sisa Anggaran Lebih Awal Rp369.090.645.875,32

b. Penggunaan Sisa Anggaran Rp369.090.645.875,32
Lebih

c. Sisa Lebih Pembiayaan Rp373.372.305.238,98
Anggaran

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00
Tahun Sebelumnya

e. Lain-lain Rp 0,00

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp373.372.305.238,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp4.083.813.106.430,14

b. Jumlah kewajiban Rp 60.788.240.015,85

c. Jumlah ekuitas dana Rp4.023.024.866.414,29
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2023 sebagai berikut:
a. Jumlah Pendapatan Rp2.693.838.785.884,32

b. Jumlah Beban Rp2.664.079.873.169,17
c. Surplus dari Operasi Rp 29.758.912.715,15



d. Defisit dari Rp 59.096.047.764,09
Kegiatan Non Operasional

e. Defisit sebelum Rp 29.337.135.048,94
Pos Luar Biasa

f. Defisit Pos Luar Biasa Rp 0,00

g. Defisit — Laporan Rp 29.337.135.048,94
Operasional

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas Rp369.090.645.875,32
per 1 Januari 2023

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp267.108.683.672,58

c. Arus kas dari aktivitas Rp(262.987.375.439,92)
investasi

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 160.351.131,00

Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 75.700.000,00

f. Saldo kas akhir Rp373.448.005.238,98
per 31 Desember 2023

o

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp4.053.291.907.803,00

b. Defisit Laporan Operasional Rp 29.337.135.048,94

c. Lain-lain Rp 929.906.339,77

d. Ekuitas Akhir Rp4.023.024.866.414,29
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran]l : Laporan Realisasi Anggaran terdiri
atas
Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang diklasifikasi
menurut kelompok dan  jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



Lampiran 1.3 . Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan,;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan sub
kegiatan,;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran
lebih;

c. Lampiran Il : Laporan operasional,

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. LampiranV : Neraca;,

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan,;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX . Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2023 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX : lkhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri atas

Lampiran XX.1 : lkhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : lkhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan
Bupati.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal M®Juli 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

Diundangkan di Jombang
pada tanggalf® Juli 2024
SEKRETARIY DAERAH

KABUPATENjJOMBANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR4$
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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 49TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

~ Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6801);



O

10.

il.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan

14.

16.

| g

18.

19.

20,

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 Nomor 6/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2022 Nomor 7 /A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2022 Nomor 8/A),

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Tahun
2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor
..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

: Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 628.096.587.719,36
2. Pendapatan Transfer Rp2.336.496.110.685,49
3. Lain-Lain Pendapatan Rp 0,00

Daerah yang sah
Jumlah pendapatan Rp2.964.592.698.404,85




b. Belanja Daerah
1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai Rp 959.319.413.990,00

b) Belanja barang dan Rp 886.909.398.799,76
Jasa

¢) Belanja Subsidi Rp 1.999.880.000,00

d) Belanja Hibah Rp 203.742.251.574,51

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 42.296.573.715,00

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah Rp 323.238.446,00
b) Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Rp 68.901.352.364,00
c) Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp 66.905.050.385,92
d) Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan irigasi Rp 105.665.033.391,00
e) Belanja Modal Aset
Tetap lainnya Rp 2.154.410.953,00
f) Belanja Modal Aset lainnya Rp 105.405.500,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp 4.368.627.944,00
4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil Rp 20.723.670.623,00
b) Belanja Bantuan Rp 5§77.057.082.486,00
Keuangan
Jumlah Belanja Daerah Rp2.940.471.390.172,19
Surplus Rp 24.121.308.232,66
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan Rp 369.250.997.006,32
2. Pengeluaran pembiayaan Rp  20.000.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp 349.250.997.006,32
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 373.372.305.238,98
Anggaran Tahun
Berkenaan
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

ijeiaplstag di Jombang

5O

Diundangkan di Jombang

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 49
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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 49TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor S Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

=0

12

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan - Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, = Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 Nomor 6/A);

'19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2022 Nomor 7/A);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2022 Nomor 8/A);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Tahun
2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor
..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun

2024 Nomor ...);
E MEMUTUSKAN:
: PERATURAN  BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023. ;

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 628.096.587.719,36
2. Pendapatan Transfer Rp2.336.496.110.685,49
3. Lain-Lain Pendapatan Rp 0,00

Daerah yang sah
Jumlah pendapatan Rp2.964.592.698.404,85




b. Belanja Daerah
1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai Rp 959.319.413.990,00

b) Belanja barang dan Rp 886.909.398.799,76
Jasa

c) Belanja Subsidi Rp 1.999.880.000,00

d) Belanja Hibah Rp 203.742.251.574,51

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 42.296.573.715,00

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah Rp 323.238.446,00
b) Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Rp 68.901.352.364,00
c) Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp 66.905.050.385,92
d) Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan irigasi Rp 105.665.033.391,00
e) Belanja Modal Aset
Tetap lainnya Rp 2.154.410.953,00
f) Belanja Modal Aset lainnya Rp 105.405.500,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp 4.368.627.944,00
4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil Rp 20.723.670.623,00
b) Belanja Bantuan Rp 577.057.082.486,00
Keuangan
Jumlah Belanja Daerah Rp2.940.471.390.172,19
Surplus Rp 24.121.308.232,66
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan Rp 369.250.997.006,32
2. Pengeluaran pembiayaan Rp  20.000.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp 349.250.997.006,32
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 373.372.305.238,98
Anggaran Tahun
Berkenaan
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Juli 2624
Pj. BUPATI JQMBANG

di Jombang
1% Juli 2024
B DAERAH

Diundangka
pada tanggad

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 49
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